MENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA
LAMPIRAN : 1 (SATU) SET DAFTAR ISTAN PELAKSANAAN ANGGARAN
vy SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR : 1507/005-05.2.01/01/2012

A Dasar:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang APBN TA 2012
4, Keputusan Presiden Rincian ABPP Tahun 2012 dan SPRKAKL NO. STAP-005.05.09-0 /AG/2011 dan DNA NO. 06/005.05/2012
5. Dasar fain
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran ;

1. Kementerian Negara / Lembaga +(005)  MAHKAMAH AGUNG

2. Unit Organisasi :(05)  DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N
3, Proving (06)  ACEH

4. Kode/Nama Satker +(578819) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

Sebesar *Rp. 12500000 ( ***DUABELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH*** )

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagal berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi ;

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumigh Uang
005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Milter dan Tun Rp. 12.500.0
005.05.09.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Ussha Negara Rp. 5.000.0
005.05.09.1060 Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Miter dan Tata Usaha Negara (Tun) Rp. 7.500.01
C. Sumber Dana Berasal :
1. Rupiah Murni Rp. 12.500.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2, PNBP - Pinjaman Dalam Neger Rp. 0
PNBP TA Berjalan Rp. 0" - Hjbsh Dalam Negeri Rp. 0
i _ . 5. Hibah Langsung Rp. 0
3. PinjamanyHibah Luar Negen R, 0 - ibah Luar Negeri Langsung R0 0
“SHRA Lk O R, 0 Hibah Datem Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Ro. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalu :
1. KPPN BANDA ACEH (001) Rp. 12.500.000 i

E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan / pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Tangqung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengquna Anggaran/Kuasa Pengquna Anggaran.
Setiap pejabit diarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN fika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januan 2012 sampai dengan 31 Desember 2012,

Banda Aceh, 9 Desember 2011

AN. MENTERI KEUANGAN R.1
KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV, ACEH
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* KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA )
{CAMPIRAN : 1 (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR : 0285/005-01.2.01/01/2012

A. Dasar:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentana Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang APBN TA 2012
4, Keputusan Presiden Rinian ABPP Tahun 2012 dan SPRKAKL NO. STAP-005.01,01-0 /AG/2011, STAP-005.01.02-0 /AG/2011 dan DNA NO. 06/005.01/2012
5, Dasar fain
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1, Kementeran Negera /Lembaga ~ +(005)  MAHKAMAH AGUNG

2. Unit Organisasi :(01)  BADAN URUSAN ADMINISTRASI

3. Provinsi :(06)  ACEH

4, Kode/Nama Satker - (578818) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

Sebesar tRp.  2.626.203.000 ( ***DUA MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH ENAM JUTA DUA RATUS TIGA RIBU RUPIAH*** )

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumizh Uang
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal :
1, Rupizh Murni Rp. 2.626.203.000 4. PinjamanyHibah Dalam Negeri Ro. 0
2. PNBP - Pinjaman Dalam Negeri Ro. 0
PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibeh Dalam Negeri Rp. 0
o : 5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. - Hioah Luer Negeri Langsung Ro. 0
PN e Rp. - Hibah Deam Negeri Langsung Ry 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0
D. Pencairan dana ditakukan melalui
1. KPPN BANDA ACEH (001) Rp. 2.626.203.000 2.

E. Surat Pengesahan ini beriaku sebadai dasar pencairan | pengesahan bagi Bandahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Banda Aceh, 9 Desember 2011

AN. MENTERT KEUANGAN R.I
KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. ACEH
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LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISTAN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR : 0285/005-01.2.01/01/2012

Satker : (578818) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

005.01.01
005.01.01.1066
005.01.02
005.01.02.1072

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Aqung
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingtat Banding dan Tingkat Pertama

TEES

2.376.203.000
2.376.203.000
250,000,000
250,000,000




